
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya 

Realisasi 

Investasi Sektor

Non Migas dan

Batubara 

1. Nilai Realisasi

Investasi 

Sektor Non

Migas dan

Batubara 

Triliun 0 0 32,53 35 35,67 1. 1. Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

Terwujudnya Peningkatan 

Pemantauan, Pembinaan, 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

1. Persentase tercapainya 

target perusahaan yang 

melaporkan LKPM

Persentase - - 100 100 100 Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

1. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi

Jumlah Perusahaan 

yang dipantau, di bina 

dan di awasi di 

Provinsi Kalimantan 

Timur 

Perusahaan - - 6 7 8 Kepala Bidang

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

a. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah LKPM yang 

dilaporkan perusahaan 

secara daring (online)

Laporan - - 6 7 8 Kepala Seksi

Pemantauan 

dan Evaluasi

b. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan 

yang dibina 

Perusahaan - - 6 7 8 Kepala Seksi

Pengolahan 

Data

c. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan 

yang diawasi

Perusahaan - - 6 7 8 Kepala Seksi

Pembinaan dan

Pengawasan 

2 1. Program Promosi

Penanaman Modal 

Terselenggarannya 

Penyusunan Strategi

Promosi dan Kegiatan

Promosi Penanaman Modal

1. Jumlah Laporan

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman

Modal Provinsi

Laporan 9 10 11 Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

1. Penyelenggaraan 

Promosi 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi

Jumlah kegiatan 

promosi penanaman 

modal yang dilakukan

Kegiatan - - 9 10 11 Kepala Bidang

Promosi 

Penanaman 

Modal

a. Penyusunan 

Strategi Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen hasil 

pertemuan promosi 

penanaman modal

Dokumen - - 2 4 4 Kepala Seksi

Promosi 

Penanaman 

Modal

b Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah keikutsertaan 

pada kegiatan 

pameran investasi 

Pameran - - 7 6 6 Kepala Seksi

Pemberdayaan 

Dunia Usaha

3. 1. Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman

Modal 

Terwujudnya Perencanaan

dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal yang

Terintegrasi dan

Implementatif di Kawasan

Strategis

1. Jumlah dokumen Kajian 

dan Kebijakan 

Penanaman Modal

Dokumen - - 4 2 2 Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi

1. Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dibidang 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi

Jumlah kegiatan 

pemberian fasilitas 

insentif dan 

kemudahan berusaha

Kegiatan - - 2 0 0 Kepala Bidang

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi

a. Penetapan 

kebijakan daerah 

dalam pemberian 

fasilitas/insentif 

dan kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

Dokumen - - 2 0 0 Kepala Seksi

Perencanaan 

dan Deregulasi

Penanaman 

Modal

b. Evaluasi 

pelaksanaan 

pemberian 

fasilitas/insentif 

dan kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen 

kajian peta potensi 

investasi 

Dokumen - - 2 0 0 Kepala Seksi

Pengembangan 

Potensi Daerah

Indikator 

Kinerja 
No 

CASCADING KINERJA / PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

DPMPTSP PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

RENSTRA DPMPTSP

Sasaran 

Strategis
Satuan

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

BIDANG DALAK

Satuan
Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

BIDANG P2M

BIDANG P2IPM



2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Indikator 

Kinerja 
No 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

RENSTRA DPMPTSP

Sasaran 

Strategis
Satuan

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

2 Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi

Jumlah dokumen 

RUPM dan peta 

potensi 

Dokumen - - 4 2 2 Kepala Bidang

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi

a. Penyusunan 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

Daerah Provinsi 

Jumlah dokumen 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

Dokumen - - 2 1 1 Kepala Seksi

Perencanaan 

dan Deregulasi

Penanaman 

Modal

b Penyediaan Peta 

Potensi dan 

Peluang Usaha 

Provinsi 

Jumlah dokumen 

kajian peta potensi 

investasi 

Dokumen - - 2 1 1 Kepala Seksi

Pengembangan 

Potensi Daerah

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan Sesuai

Standar 

Pelayanan Publik 

2. Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Indeks 0 0 85 85 86 1 1 Program 

Pelayanan 

Penanaman Modal 

Terwujudnya pelayanan

perizinan yang lebih

mudah dan cepat

1. Waktu penyelesaian

proses perizinan

Hari - - 12 11 10 Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

1. Penanaman modal 

yang ruang 

lingkupnya lintas 

daerah 

kabupaten/kota

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non 

izin lintas Kab/Kota

Izin - - 300 0 0 Kepala Bidang

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

a. Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Jumlah kegiatan 

pelatihan tentang 

pelayanan yang prima 

berbasis elektronik

Kegiatan - - 2 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor Primer

b. Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal

Jumlah NIB (Nomor 

Induk Berusaha) yang 

diterbitkan

NIB - - 1500 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor 

Sekunder dan

Tersier

c. Penyediaan 

Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Jumlah presentase 

pengaduan yang 

terlayani 

Persentase - - 100 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

d. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah laporan 

koordinasi dan  

sinkronisasi 

Laporan - - 10 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

2 Penanaman modal 

yang menurut 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan menjadi 

kewenangan 

daerah provinsi 

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non 

izin 

Izin - - 1500 1400 1450 Kepala Bidang

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

a. Penyediaan 

pelayanan terpadu 

non perizinan 

berbasis sistem 

pelayanan 

perizinan berusaha 

terintegrasi secara 

Jumlah kegiatan 

pelatihan tentang 

pelayanan yang prima 

berbasis elektronik

Kegiatan - - 2 2 2 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor Primer

b. Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal

Jumlah NIB (Nomor 

Induk Berusaha) yang 

diterbitkan

NIB - - 1500 7000 7000 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor 

Sekunder dan

Tersier

BIDANG LP2N



2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Indikator 

Kinerja 
No 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

RENSTRA DPMPTSP

Sasaran 

Strategis
Satuan

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

c Penyediaan 

Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Jumlah presentase 

pengaduan yang 

terlayani 

Persentase - - 100 100 100 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

   d Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah laporan 

koordinasi dan  

sinkronisasi 

Laporan - - 10 10 10 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

2 1. Program  

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi 

Penanaman Modal 

Terinformasikannya 

Pengurusan Pelayanan

Perizinan Secara Elektronik

1. Jumlah kegiatan

percepatan pengurusan

pelayanan perizinan

Kegiatan 4 5 4 Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan 

1. Urusan 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal 

yang Terintegrasi 

pada Tingkat 

Daerah Provinsi

- - 2 3 3 Kepala Bidang

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan

Informasi 

Perizinan 

a. Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Jumlah aplikasi yang 

di olah/disajikan 

- - 2 3 3 Kepala Seksi

Layanan 

Informasi 

Perizinan

BIDANG YANDU



2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Indikator 

Kinerja 
No 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

RENSTRA DPMPTSP

Sasaran 

Strategis
Satuan

Target Tahun ke -
No. Program Sasaran Program

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab
Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

6. 1. Program 

Penunjang Urusan

Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

1. Skor kepuasan

masyarakat terhadap

urusan Bidang

Penanaman Modal 

Persentase 85 86 86 Sekretaris 1. Perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Nilai akuntabilitas 

kinerja perangkat 

daerah 

Nilai AKIP - - 65 71 75 Kepala Sub 

Bagian 

Program dan 

Anggaran

2 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

Dokumen - - 24 24 24 Kepala Sub 

Bagian 

Keuangan

3 Administrasi 

barang milik 

daerah pada 

perangkat daerah 

Jumlah orang 

pengurusan dan 

inventarisir barang 

milik daerah 

Orang - - 2 2 2 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

                                                                                                                                                                                                                   4 Administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah 

Jumlah pegawai yang 

telah melaksanakan 

kegiatan sesuai 

peraturan perundang-

undangan 

Pegawai - - 100 100 120 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

5 Administrasi umum 

perangkat daerah 

Jumlah bulan untuk 

kegiatan administrasi 

umum yang terlaksana

Bulan - - 9 9 9 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

6 Pengadaan barang 

milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Jumlah unit 

pengadaan belanja 

modal unutk sarana 

dan prasarana 

Unit/Tahun - - 76 98 74 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

7 Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Jumlah bulan untuk 

kegiatan administrasi 

perkantoran yang 

terlaksana

Bulan - - 12 12 12 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

8 Pemeliharaan 

barang milik 

daerah penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

Kelengkapan dokumen 

utuk bahan 

pertanggungjawaban 

PPK

Persentase - - 100 100 100 Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)

BAGIAN (SEKRETARIAT)

Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

RENSTRA DPMPTSP

Indikator Kinerja 

Kegiatan (Output)
Satuan

Target Tahun ke -
No. Program

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Sub KegiatanSasaran Program

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)
Satuan Satuan

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab



I II III IV I II III IV

1. 1. Triliun 35 8,75 8,75 8,75 8,75 1.  Rp        1.610.282.000 1. Persentase 100 100 100 100

1. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

 Rp          1.610.282.000 Jumlah Perusahaan yang

dipantau, di bina dan di

awasi di Provinsi

Kalimantan Timur 

Perusahaan 7 1 2 3 1

a.  Rp             237.000.000 1. LKPM 1 2 2 2 - Melakukan kegiatan sosialisasi LKPM online

dan penerapannya 

- Melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan

penanaman modal terhadap perusahaan

PMA/PMDN di Kalimantan Timur 

- -

- Melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan

penanaman modal terhadap perusahaan

PMA/PMDN ke luar daerah 

b.  Rp             537.000.000 1. Perusahaan 1 2 3 1 - Melaksanakan sosialisasi pedoman tata cara

pengendalian pelaksanaan penanaman

modal 

- Melakukan kegiatan pembinaan ke

perusahaan yang berlokasi di Provinsi

Kalimantan Timur 

- -

c.  Rp             836.282.000 1. Perusahaan 1 2 3 1 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan

pengawasan Realisasi Investasi di Kawasan

Peruntukan Industri Kariangau

-

2. 2. Indeks 85 21,25 21,25 21,25 21,25 2.  Rp        1.403.819.524 1. Izin / Non Izin 1400 350 350 350 350

1. Penanaman modal 

yang ruang 

lingkupnya lintas 

daerah 

kabupaten/kota

 Rp            701.909.762 

a.  Rp             127.100.000 1. Kegiatan 1 1 - Melakukan pengelolaan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Melaksanakan Kegiatan FGD PTSP

Kalimantan Timur 

3 3 3 3 - Melaksanakan pelatihan dan Sosialisasi 

Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Melakukan pembuatan Etalase/Desk Corner 

Service Excellent di Kab/Kota Kalimantan 

Timur 
- -

2. Jumlah Nomor Induk 

Berusahan (NIB) yang di 

terbitkan

NIB 7000 1750 1750 1750 1750 - Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan 

Pelatihan OSS

3. Jumlah izin yang 

diterbitkan

Laporan 12 3 3 3 3 - Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi 

Service Exellent Kab/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur 

c.  Rp             145.138.000 1. Jumlah presentase 

pengaduan yang terlayani 

Persentase 100 100 100 100 - Melaksanakan forum komunikasi 

penanganan pengaduan se OPD teknis 

terkait Kab/Kota se Kaltim 

- Menangani pengaduan litigasi dan non 

litigasi 

- menghadiri sidang perkara di pengadilan 

negeri samarinda

Penanggung 

Jawab

MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI DPMPTSP PROV. KALTIM TAHUN 2022

No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Program / Kegiatan Pagu

Meningkatnya 

realisasi investasi 

sektor Non Migas 

dan non Batu 

Bara

Nilai 

Realisasi 

Investasi 

Sektor Non 

Migas dan 

Batubara

Persentase 

tercapainya target 

perusahaan yang 

melaporkan LKPM

100

Target 1 

Tahun
Indikator Kinerja

Satuan

Target Triwulan

Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman 

Modal 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Laporan Kegiatan

Penanaman Modal

(LKPM) yang dilaporkan

perusahaan secara daring

(online)

7

Perusahaan yang susah di 

jangkau letaknya dengan 

kondisi infrastruktur yang 

ada 

Adanya 

perbaikan/peningkatan 

infrastruktur

Kepala Seksi 

Pemantauan dan 

Evaluasi

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan yang

dibina 

7

Kepala Seksi 

Pembinaan 
Kurang pemahaman & 

informasi terkait kewajiban 

LKPM 

Mengadakan sosialisasi 

dan kunjungan 

lapangan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan yang

diawasi

7

Kepala Seksi 

Pengawasan 
Melaksanakan kegiatan pengawasan ke 

perusahaan di wilayah KPIK dan Non KPIK 

yang beralamat kantor di luar daerah 

Provinsi Kalimantan Timur 

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non 

izin sektor 

kewenangan daerah 

provinsi

Narasumber hadir 

melalui Zoom 
--

Jumlah kegiatan pelatihan 

tentang pelayanan yang 

prima berbasis elektronik

Kepala Seksi 

Layanan 

Pengaduan dan 

Advokasi 

Perizinan

 Target Triwulan
Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

Catatan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut 

12

Kurang pemahaman 

mengenai aplikasi OSS dan 

E-PTSP 

Pelaku usaha untuk 

lebih aktif menanyakan 

ke DPMPTSP 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Penanaman 

Modal

Penyediaan 

Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

100

Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal

 Rp             277.771.762 1.

2

Pelaksanaan kegiatan di 

era pandemi kesulitan di 

narasumber yang dari 

pusat harus melalui daring 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Sektor Sekunder 

dan Tersier

Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektornik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyaraka

t (IKM)

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan Sesuai

Standar 

Pelayanan Publik 

b. Jumlah laporan 

rekapitulasi izin 

Laporan



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Program / Kegiatan Pagu

Target 1 

Tahun
Indikator Kinerja

Satuan

Target Triwulan
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan Catatan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut 

 Rp             151.900.000 1. Jumlah laporan koordinasi 

dan  sinkronisasi 

Laporan 10 2 2 3 3 - Melaksanakan rapat Fasilitasi dan 

Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan se Kab/Kota se Kaltim 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 
- Menghadiri koordinasi, rapat, seminar, 

pelatihan, peninjauan lapangan 

2. Penanaman Modal 

yang Menurut 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

 Rp             701.909.762 

a. Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektornik 

 Rp             127.100.000 1. Jumlah kegiatan pelatihan 

tentang pelayanan yang

prima berbasis elektronik

Kegiatan 1 1 - Melakukan pengelolaan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-

Pelaksanaan kegiatan di 

era pandemi kesulitan di 

narasumber yang dari 

pusat harus melalui daring 

-
Narasumber hadir 

melalui Zoom 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Sektor Sekunder 

dan Tersier

- Melaksanakan Kegiatan FGD PTSP

Kalimantan Timur 

3 3 3 3 - Melaksanakan pelatihan dan Sosialisasi 

Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Melakukan pembuatan Etalase/Desk Corner 

Service Excellent di Kab/Kota Kalimantan 

Timur 

- -

2. Jumlah Nomor Induk 

Berusahan (NIB) yang di 

terbitkan

NIB 7000 1750 1750 1750 1750 - Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan 

Pelatihan OSS

3. Jumlah izin yang 

diterbitkan

Laporan 12 3 3 3 3 - Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi 

Service Exellent Kab/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur 

c.  Rp             145.138.000 1. Persentase 100 100 100 100 - Melaksanakan forum komunikasi 

penanganan pengaduan se OPD teknis 

terkait Kab/Kota se Kaltim 
- Menangani pengaduan litigasi dan non 

litigasi 

- menghadiri sidang perkara di pengadilan 

negeri samarinda

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

 Rp             151.900.000 1. Jumlah laporan koordinasi 

dan  sinkronisasi 

Laporan 10 2 2 3 3 - Melaksanakan rapat Fasilitasi dan 

Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan se Kab/Kota se Kaltim 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Sektor Primer

- Menghadiri koordinasi, rapat, seminar, 

pelatihan, peninjauan lapangan 

3. Program 

Pengembangan 

Iklim 

Penanaman 

Modal 

 Rp        1.286.400.000 1. Jumlah dokumen 

RUPM dan peta 

potensi 

Dokumen 2 1 1

1. Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi 

 Rp          1.286.400.000 

a.  Rp             635.200.000 1. Dokumen 1 1 - Melaksanakan focus group discussion

pengembangan kawasan industri di Provinsi

Kalimantan Timur 

- Melakukan penyusunan rancangan peraturan

Gubernur tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Provinsi Kalimantan

Timur 
- Melakukan kajian peluang investasi

pengembangan transportasi pendukung

pariwisata 

- Melakukan kajian industri manufaktur

pengolahan hasil pertanian 
-

-

b.  Rp             651.200.000 1. Dokumen 1 1 - Melaksanakan kajian pemetaan potensi dan

peluang investasi kalimantan timur

- Melakukan focus group discussion

pengembangan investasi dibidang manufaktur 

- Menjalankan aplikasi sistem informasi

potensi investasi regional (SI PINTAR)

- Melakukan kajian investasi industri

manufaktur pengelolaan pakan ternak 

- Melakukan kajian peluang investasi

manufaktur pengalengan ikan 

b. Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal

 Rp             277.771.762 

Pelaku usaha untuk 

lebih aktif menanyakan 

ke DPMPTSP 

1. Jumlah laporan 

rekapitulasi izin 

Kepala Seksi 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Penanaman 

Modal

Penyediaan 

Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

100

Kepala Seksi 

Layanan 

Pengaduan dan 

Advokasi 

Perizinan

Laporan 12

Kurang pemahaman 

mengenai aplikasi OSS dan 

E-PTSP 

Jumlah presentase 

pengaduan yang terlayani 

Kepala Seksi 

Pengembangan 

Potensi Daerah

d.

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi

Penyusunan 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

Daerah Provinsi 

Jumlah dokumen 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

Ditundanya pelaksanaan 

kegiatan khusus workshop 

di karenakan adanya 

meningkatnya kasus covid 

Menjadwalkan ulang 

kegiatan workshop 

Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Deregulasi 

Penanaman 

Modal 

Penyediaan Peta 

Potensi dan 

Peluang Usaha 

Provinsi 

Jumlah dokumen kajian

peta potensi investasi 

d. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

2



I II III IV I II III IV

Penanggung 

Jawab
No.

Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target 

1 Tahun

Kinerja Sasaran

Program / Kegiatan Pagu

Target 1 

Tahun
Indikator Kinerja

Satuan

Target Triwulan
 Target Triwulan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan Catatan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut 

4.  Rp            383.477.000 1. Media 3 1 1

1. Urusan 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Penanaman Modal 

yang Terintegrasi 

pada Tingkat 

Daerah Provinsi 

 Rp            383.477.000 

1.  Rp             383.477.000 1. Jumlah aplikasi yang di

olah/disajikan 

Aplikasi 2 1 1 - Pelaksanaan FGD pengolahan, Penyajian dan

pemanfaatan data dan informasi perizinan dan

non perizinan se Kab/Kota se- Kalimantan Timur 

- Pengembangan sistem layanan perizinan dan non

perizinan berbasis android - -

 Rp        1.681.740.000 1. Kegiatan 10

1.  Rp             608.170.000 1. Dokumen 4 1 1 1 1 - Melaksanakan kegiatan matchmaking dunia

usaha 
- -

- Melaksanakan kegiatan penandatangan

PKS/MoU 

- menghadiri koordinasi, undangan, pameran, 

workshop, seminar,peninjauan lapangan 

- -

- Menyelenggarakan Regional Investment 

Forum di Bali & Jakarta 

2.  Rp          1.073.570.000 1. Pameran 6 1 1 2 2 - Melakukan pameran dalam daerah 

- Melaksanakan Kegiatan Forum Promosi dan 

Launching Sistem Informasi Promosi 

Investasi Pemberdayaan Dunia Usaha 

berbasis Android 

- Melakukan Sosialisasi pada 10 Kab/Kota se-

Kaltim 

6.  Rp      24.896.541.114 
1.

Persentase 73 73 73 73 73

1.  Rp            674.719.500 1. Nilai AKIP 71 71 71 71 71

2 1 3 1 -
Melaksanakan kegiatan forum perangkat daerah

perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP

provinsi, kab/kota se-kaltim 

-
Melakukan Penyusunan RKPD, RENSTRA,

RENJA, RKA, RKAP, DPA, DPPA 

-
Melakukan penyusunan Dokumen Sistem

Operasional Prosedur (SOP) 

b.  Rp             283.319.500 1. Jumlah laporan evaluasi

kinerja perangkat daerah 

Laporan 7 1 2 3 1 - Melakukan Penyusunan LPPD, IKI, IKU,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Rencana Aksi dan LKJiP/LAKIP

-
Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

2.  Rp      12.383.973.604 1. Dokumen 24 6 6 6 6

a. Penyediaan gaji 

dan tunjangan ASN 

 Rp          9.207.425.388 1. Jumlah laporan daftar

gaji dan tunjangan 

Laporan 12 3 3 3 3 - Penyediaan gaji dan tunjangan PNS 

- Penyediaan honor pengelola keuangan 

b.  Rp          3.030.348.216 1. Orang 62 62 62 62 62
- Penyediaan gaji Non ASN 

- Penyediaan iuran jaminan Non ASN

c. Pelaksanaan 

penatausahaan 

dan 

pengujian/verifikasi 

 Rp             146.200.000 1. Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

yang diverifikasi 

Laporan 1000 250 250 250 250 - Pengadaan , fotocopy dan penjilidan 

Program  

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

Jumlah media

elektronik yang

tersedia 

Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan 

Kepala Seksi 

Layanan 

Informasi 

Perizinan

Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

Penyusunan 

Strategi Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen hasil 

pertemuan promosi 

penanaman modal

Belum tersediannya data 

UMKM potensi yang siap 

dipasarkan dengan pelaku 

usaha 

Identifikasi UMKM 

potensial yang siap 

untuk dikerjasamakan 

dengan pelaku usaha 

Kepala Seksi 

Promosi 

Penanaman 

Modal

Belum adanya ruang kerja 

bersama bagi pelaku 

usaha, kewirausahaan dan 

UMKM potensial untuk 

meningkatkan investasi 

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Tidak adanya call center di 

bidang 

Menyediakan call 

center di bidang 

Sekretaris

Perencanaan, 

penganggaran, 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 

Kepala Sub 

Bagian Program 

dan Anggaran

7

Penyiapan ruang kerja 

bersama guna 

peningkatan investasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah keikutsertaan 

pada kegiatan pameran 

investasi 

-
Adanya perubahan jadwal 

di Event Organizer/ 

Pelaksana 

-
Menyesuaikan jadwal 

dengan EO 

Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

Kepala Sub 

Bagian KeuanganJumlah orang yang 

melaksanakan tugas 

sesuai tugas pokok dan 

fungsi 

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

anggaran 

Dokumen 

Kepala Seksi 

Pemberdayaan 

Dunia Usaha

Tingkat kepuasan

pemangku 

kepentingan terhadap

pelayanan PD (SKM)

1

- Melakukan persiapan FGD, dan 

singkronisasi, rapat, pelatihan, seminar, 

workshop

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Administrasi 

keuangan 

perangkat daerah 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

a. Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah 

 Rp             391.400.000 1.

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

5. Program 

Promosi 

Penanaman 

Modal 

Jumlah kegiatan 

promosi penanaman 

modal yang dilakukan
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3.  Rp              27.600.000 1. Orang 2 2 2 2 2

a.  Rp               27.600.000 1. Laporan 21 5 5 6 5 - Pengurus dan pembantu pengelola barang

-

4  Rp            195.916.000 1. Pegawai 100 100 100 100 100

a.  Rp             135.916.000 1. Stel 156 156 - Melakukan pengadaan pakaian dinas

petugas Front Office 

- Melakukan pengadaan seragam satpam

- Melakukan pengadaan batik tradisional 

b. Pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas 

dan fungsi 

 Rp               60.000.000 1. Jumlah pegawai yang 

memperoleh pendidikan 

dan pelatihan formal 

Orang 10 2 3 2 3 - Belanja pendidikan pelatihan

5. Administrasi 

umum 

perangkat 

daerah 

 Rp        8.097.607.340 1. Jumlah bulan untuk 

kegiatan administrasi 

umum yang terlaksana 

Bulan 12 3 3 3 3

a.  Rp               24.261.000 1. Jenis 7 2 1 2 2 - Belanja alat-alat listrik 

b.  Rp             272.892.000 1. Jenis 6 1 2 2 1 - Belanja alat tulis kantor 

- Belanja kertas dan cover 

- Belanja bahan cetak  

- Belanja benda pos

- Belanja bahan komputer 

- Belanja Souvenir 

-
Belanja bahan untuk kegoatan kantor

lainnya
c. Penyediaan barang 

cetakan dan 

pengadaan 

 Rp               78.640.000 1. Jumlah bulan 

pelaksanaan cetakan dan 

penggadaan 

Bulan 12 3 3 3 3 - Belanja cetak dan belanja 

penggadaan/fotocopy/penjilidan 

d. Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

 Rp               19.200.000 1. Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan yang diadakan

Bahan Bacaan 120 40 40 40 40 - Belanja surat kabar 

e. Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD 

 Rp             612.000.000 1. Jumlah kegiatan 

penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

Kegiatan 43 11 10 11 11 - Melakukan rapat, konsultasi, updating data, 

pameran, seminar, promosi, sosialisasi, 

pengawasan, peninjauan lapangan, studi kasus 

& FGD

f. Dukungan 

pelaksanaan sistem 

pemerintahan 

berbasis elektronik 

pada SKPD 

 Rp               57.165.000 1. Jumlah ruangan yang 

difasilitasi media berbasis 

elektronik untuk rapat-

rapat online 

Ruangan 5 1 1 2 1 - Belanja sewa jaringan internet 

6. Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp        1.251.450.000 1. Jumlah unit 

pengadaan belanja 

modal untuk sarana 

dan 

Unit 98 24 25 24 25

a. Pengadaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 Rp             492.610.000 1. Jumlah unit kendaraan 

dinas/operasional yang 

diadakan 

Unit 1 1 - Pengadaan kendaraan roda empat 

b. Pengadaan Mebel  Rp               74.987.000 1. Jumlah unit mebel yang 

diadakan 

Unit 26 6 6 7 7 - Pengadaan Mebel 

c. Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

 Rp             683.853.000 1. Jumlah unit peralatan dan 

mesin yang diadakan 

Unit 63 25 20 10 8 - Pengadaan Belanja Modal Peralatan 

7. Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp            696.675.600 1. Jumlah bulan untuk 

kegiatan administrasi 

perkantoran yang 

terlaksana 

Bulan 12 3 3 3 3

a. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp             281.085.600 1. Jumlah bulan penyediaan 

jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik yang 

terbayarkan 

Bulan 12 3 3 3 3 - Belanja tagihan telpon, air, listrik, dan 

internet 

b. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Rp               51.750.000 1. Jumlah bulan penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Bulan 12 3 3 3 3 - Belanja pembuatan spanduk & plakat 

Administrasi 

kepegawaian 

perangkat 

daerah

Jumlah pegawai yang 

telah melaksanakan 

kegiatan sesuai 

peraturan perundang-

undangan 

Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah stel pakaian dinas 

beserta perlengkapannya 

yang diadakan 

Penyediaan 

komponen instalasi

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah jenis komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan yang diadakan 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah jenis peralatan 

dan perlengkapan kantor 

yang diadakan 

Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah orang 

pengurusan dan 

invetaris barang milik 

daerah 

Jumlah laporan kartu 

investasi ruangan yang 

disusun Melakukan belanja alat/bahan untuk

kegiatan kantor 

Administrasi 

barang milik 

daerah pada 

perangkat 

daerah 
Penatausahaan 

barang milik 

daerah pada SKPD 
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c. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 Rp             363.840.000 1. Jumlah bulan administrasi 

perkantoran yang 

terlayani

Bulan 12 3 3 3 3 - Belanja jasa tenaga kebersihan 

8. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 Rp        1.568.599.070 1. Jumlah kegiatan 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana milik 

daerah yang 

terpelihara 

Kegiatan 6 1 1 2 2

a. Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan dan 

pajak kendaraan 

perorangan dinas 

 Rp             361.191.000 1. Jumlah unit penyediaan 

jasa pemeliharaan, biaya 

pajak dan pemeliharaan 

kendaraan dinas

Unit 17 5 5 4 3 - Belanja bahan bakar minyak

b. Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

 Rp             246.018.000 1. Jumlah jenis peralatan 

dan mesin yang terawat 

Jenis 8 2 2 2 2 - pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

gedung kantor 

c. Pemeliharaan/Reha

bilitasi gedung 

kantor dan 

bangunan lainnya 

 Rp             810.910.070 1. Jumlah kegiatan 

rehabilitasi gedung kantor 

dan bangunan yang 

terlaksana 

Kegiatan 10 2 2 3 3 - Rehabilitasi gedung kantor 

d.  Rp             150.480.000 1. Kegiatan 2 1 1 - Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung 

kantor 

    
  

Pemeliharaan/Reha

bilitasi sarana dan 

prasarana gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya 

Jumlah kegiatan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana gedung kantor 

atau bangunan yang 

terlaksana 

Samarinda,      Maret 2022

Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim

Puguh Harjanto, S.STP., M.Si 
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